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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan zaman, dilema yang dihadapi bangsa 

Indonesia dalam persoalan penyelesaian sengketa secara damai menjadi 

persoalan yang tidak ada habisnya dimana manusia sebagai makhluk ciptaan 

tuhan memiliki karakteristik sifat yang bermacam-macam ditengah 

masyarakat, dengan berjalannya waktu kehidupan yang semakin modern tidak 

dapat terhindar dari berbagai macam perbedaan pendapat. Selain itu manusia 

adalah makhluk yang egois, mereka melakukan cara apapun untuk 

memuaskan nafsu pribadi mereka yang tidak akan ada habisnya, meskipun 

manusia seperti itu mereka tetap membutuhkan kehidupan yang tentram dan 

aman, maka dari itu manusia harus menjalankan hukum yang harus mereka 

taati.  

Secara umum salah satu alternatif penyelesaian sangketa adalah 

dengan cara mediasi Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa 

dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak dan turut aktif 

memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia 

tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan.1. 

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat 

dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak 

menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 

 
1 I Wayan Agus Vijayantera, Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan 

Litigasi, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, 2022, hlm. 75 
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Mediasi bisa dilakukan didalam ataupun diluar Pengadilan, akan 

tetapi apabila mediasi dilakukan diluar Pengadilan maka mediasi tersebut 

terlepas dari prosedur didalam Pengadilan. Dan apabila mediasi tersebut 

dilakukan didalam pengadilan maka harus sesuai dengan prosedur mediasi 

yang ada di Pengadilan yang berlaku. Ruang lingkup utama mediasi yaitu 

hukum privat dikarenakan ruang hukum privat/perdata hanya berkaitan 

dengan kepentingan orang yang bersangkutan. Macam-macam sengketa 

perdata meliputi sangketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, bisnis, 

perbankan dan berbagai jenis sangketa perdata lainnya.2  

Peraturan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

pengadilan “Mediasi merupakan cara penyelesaian sangketa secara damai 

yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para 

pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta keadilan”.3 

Pengertian mediasi mengandung tiga unsur, Pertama Mediasi merupakan 

proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan 

pihak ketiga. Kedua, pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa 

berasal dari pihak luar yang bersengketa. Ketiga, pihak ketiga yang terlibat 

dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak 

berwenang dalam mengambil keputusan.4 Sebelum adanya proses 

 
2 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 

Kencana, Jakarta, 2011, hlm.22. 
3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pegadilan 
4 Umar Hasan, Suhermi, Sasmiar, Mediasi Model Alternatif Penyelesaian Sengketa, Unja 

Publisher, Jambi, 2024, hlm.12 
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persidangan di Pengadilan, maka para pihak harus melakukan mediasi 

terlebih dahulu, pihak pengadilan pun mengharapkan setiap masalah yang 

diajukan di Pengadilan bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. 

Pengadilan Agama merupakan Lembaga Peradilan Tingkat Pertama 

yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, 

dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama juga mempunyai 

kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Kekuasaan atau 

wewenang yang diberikan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum 

pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak 

yang berperkara. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten 

dan Kota, dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah Kota atau 

Kabupaten.5 Setiap perkara yang diselesaikan di Pengadilan terdapat tahapan-

tahapan yang harus dilakukan dan tahapan pertama yaitu kedua belah pihak 

yang berperkara harus melakukan antara satu pihak dengan yang lain dengan 

didampingi oleh pihak netral yang disebut mediator dan hasilnya kesepakatan 

kedua belah pihak. 

 
5 https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama terakhir 

diakses pada 20 Januari 2024 pukul 09.00 wib 

https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 

Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan 

salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 

yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-

Undang. Namun sebelum hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan 

litigasi, maka hakim berhak mendamaikan para pihak terlebih dahulu dengan 

cara mediasi, hakim disini sebagai mediator atau katalisator yang mendorong 

lahirnya diskusi-diskusi dalam membicarakan akar akar persengketaan 

mereka. Yang dimaksud dengan mediasi disini adalah suatu proses 

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau 

cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan 

memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan 

bantuan prosedural dan substansial.6  

Pada dasarnya banyaknya perkara yang datang di Pengadilan Agama 

manapun di Indonesia yang menyelesaikan sengketa di bidang hukum 

keluarga dan ekonomi syariah, perkara yang masuk lebih banyak perkara 

hukum keluarga dibandingkan ekonomi syariah. Khususnya masalah 

perceraian baik dalam bentuk cerai talaq maupun cerai gugat. Keluarga 

merupakan langkah awal bagi anak untuk belajar tentang cinta, makna 

kehidupan dan sosialisasi. Lalu ketika ada masalah dalam keluarga dan terjadi 

perceraian, sangat besar pengaruhnya, apalagi suami istri sudah memiliki 

 
6 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 12-13. 
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anak, maka hilangnya sosok ayah atau ibu, menimbulkan masalah psikolog 

bagi anak dan tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tua, maka anak 

melakukan hal-hal yang cenderung tidak baik.7 

Pada bidang perkawinan yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah 

hal-hal yang diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang 

berlaku yang dilakukan menurut syari’ah yang salah satunya adalah 

penguasaan anak atau sering disebut dengan hadhanah. Hadhanah 

merupakan hak pemeliharaan atau hak asuh bagi anak laki-laki maupun anak 

perempuan yang belum mumayiz atau anak yang telah dewasa akan tetapi 

memiliki kekurangan sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya 

maupun menjaga dirinya dari sesuatu yang dapat membahayakannya. 

Pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan 

anak demi kebaikannya dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat 

membahayakannya.8 Hadhanah merupakan salah satu perkara yang ada di 

Pengadilan Agama.  

Perkara perebutan hak asuh anak dapat terjadi karena perceraian 

kedua orang tuanya. Dalam banyaknya kasus perceraian ada beberapa 

persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi sengketa 

diantara suami istri yang telah bercerai.  

Pada Pasal 45 Undang-undang Perkawinan memuat ketentuan bahwa 

bapak dan ibu wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka 

 
7 Rezcky Aditya, Evalina Alissa, Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka 

Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Jambi, Zaaken: Journal Of Civil And Bussiness Law, Vol 

4, No 2, 2023, Hlm.334 
8 Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyaq Maulidan, Hukum Hadhanah Anak 

Akibat Perceraian, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol 02, No. 05, 2021, hlm. 543 
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dengan baik. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara 

pasangan suami istri putus, dan berlaku hingga anak menikah atau dapat 

berdiri sendiri. Anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, jaminan 

pendidikan, kehidupan yang layak, kesehatan, serta perlindungan, meskipun 

kedua orang tuanya telah bercerai.9 Terjadinya perceraian tidak mengubah 

status anak dan orang tua. Kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap 

anak-anak mereka.  

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyebutkan: 

 “akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah : 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

pengadilan memberi keputusan. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan 

dapat menentukan bahwa dapat memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas istri. 

Dalam Hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang 

tuanya diputus oleh pengadilan agama tercantum di Pasal 105 Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian : 

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya. 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

 
9 Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiartha, and I Ketut Sukadana, 

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian,” Jurnal Preferensi Hukum 1, 

No. 2,  2020, hlm. 47–50,   
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Selanjutnya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

1. Anak yang bielum mumayyiz bierhak miendapatkan hadhanah dan 

ibunya, kiecuali ibunya tielah mieninggal dunia, maka 

k iedudukannya digantikan olieh: 

a. Wanita-wanita dalam garis lurus kieatas dari ibu 

b. Ayah 

c. Wanita-wanita dalam garis lurus kie atas dari ayah 

d. Saudara pieriempuan dari anak yang biersangkutan 

e. Wanita-wanita kierabat s iedarah mienurut garis sampung dari 

ayah 

2. Anak yang sudah mumayyiz bierhak miemilih untuk miendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya. 

3. Apabila piemiegang hadhanah tiernyata tidak dapat mienjamin 

kies ielamatan jasmani dan rohani anak mieskipun biaya nafkah dan 

hadhanah tielah dicukupi, maka atas piermintaan kierabat yang 

biersangkutan Piengadilan Agama dapat miemindahkan hak 

hadhanah kiepada k ierabat lain yang miempunyai hak hadhanah 

pula. 

4. S iemua biaya hadhanah dan nafkah miemjadi tanggung jawab ayah 

mienurut kiemampuannya, siekurang-kurangnya sampai anak 

tiers iebut diewasa dapat miengurus diri s iendiri (21 tahun). 
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5. Bilamana tierjadi piersielisihan miengienai hadhanah dan nafkah anak, 

piengadilan agama miembierikan putusannya bierdasarkan huruf (a), 

(b), dan (d). 

P iengadilan dapat pula diengan miengingat kiemampuan ayahnya 

mienietapkan jumlah biaya untuk piemieliharaan dan piendidikan anak-anak 

yang tidak turut padanya.10 

S iengkieta kieluarga di piengadilan salah satunya ialah pier iebutan hak 

asuh anak, siengkieta tiersiebut tierjadi kietika orang tua anak tiers iebut biercierai. 

Diemi miendapatkan hak asuh anak yang sah maka antara suami atau istri 

harus miengajukan surat gugatan hak asuh anak kiepada piengadilan agama 

bagi orang Islam dan p iengadilan niegieri bagi yang non-islam. Miediator 

s iebagai pihak yang nietral miempunyai pieran yang pienting dalam prosies 

miediasi. Sietiap miediator pasti miempunyai k ieahlian tiers iendiri, agar kiedua 

bielah pihak bierdamai, dan dikieluarkannya akta damai, biegitu pula d iengan 

miediator yang ada di Piengadilan Agama Jambi t ierkhusus pierkara miediasi 

piengasuhan anak. 

Dalam PiERMA Nomor 1 Tahun 2016 tientang Prosiedur miediasi, 

S iebielum adanya prosies piersidangan di piengadilan maka para pihak harus 

mielakukan miediasi tierliebih dahulu. Pihak piengadilan pun miengharapkan 

s ietiap masalah yang diajukan bisa disieliesaikan siecara damai dan 

kiekieluargaan. Salah satunya adalah pierkara piengasuhan anak atau siering 

dis iebut diengan pierkara hak asuh anak. 

 
10 Justica, 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-

perceraian-dari-ibu-ke-ayah-lt5ff68fbc2b60b  diakses pada 09 januari 2024 Pukul 11.11 WIB 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-perceraian-dari-ibu-ke-ayah-lt5ff68fbc2b60b
https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-perceraian-dari-ibu-ke-ayah-lt5ff68fbc2b60b
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Tabiel I 

Laporan Miediasi Piengasiuhan Anak Piengadilan Agama Jambi 

Tahiun 2020-2023 

Tahiun Tidak Bierhasil Bierhasil Ditiunda Jiumlah pierkara 

2020 1 - - 1 

2021 1 - - 1 

2022 - 1 - 1 

2023 2 1 - 3 

Total Kies ieliuriuhan 6 

S iumbier Data : Piengadilan Agama Jambi Kielas 1A 

Bierdasarkan data diatas dapat disimpiulkan bahwa ada 6 pierkara dalam 

kurun waktiu 2020-2023 yang harius mielaliui tahap miediasi. Pierkara yang 

bierhasil di miediasi ada 2 pierkara. Pierkara yang tidak bierhasil di miediasi ada 

4 pierkara. Pierkara yang ditiunda tidak ada. 

Ada pierkara yang dapat didamaikan dan ada juga yang tidak bisa 

didamaikan dan harus mieniempuh jalur p iersidangan, kiebierhasilan miediasi 

pasti didukung olieh kieahlian s ieorang miediator yang mampu miengajak k iedua 

bielah pihak untuk bierdamai s iemata-mata untuk miendahulukan kiepientingan 

anak dan kiedua bielah pihak miemilih untuk miendidik anak siecara biersama-

sama, walaupun kiedua bielah pihak tiers iebut sudah biercierai. Kietidakbierhasilan 

miediasi dipiengaruhi banyak faktor yaitu k ietidakhadiran tiergugat, kokoh pada 

gugatan yang diajukan kie piengadilan, dan salah satu atau kiedua bielah pihak 

mienganggap dirinya liebih mampu untuk miengurus anaknya. Kiebierhasilan 

miediasi di p iengadilan bukanlah hal yang tidak mungkin pieran miediator 

sangatlah pienting agar kiedua bielah pihak yang bierpierkara ingin bierdamai. 
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Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak 

Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Pada Uraian Latar belakang diatas penulis membatasi 

permasalah dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor penghambat penyelesaian perkara Pengasuhan anak di 

Pengadilan Agama Jambi? 

2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi 

perkara pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada Rumusan Masalah Yang dipaparkan diatas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penyelesaian 

perkara Pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya-upaya yang 

dilakukan mediator dalam memediasi perkara pengasuhan anak di 

Pengadilan Agama Jambi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai titik tolak dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian lebih lanjut seputar 

mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak, dan juga penelitian 
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ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk para mahasiswa Fakultas 

Hukum maupun masyarakat umum, khususnya dalam bidang ilmu 

Hukum Perdata terutama sebagai bahan literatur atau pedoman tentang 

peran mediasi dalam perkara sengketa hak asuh anak di Pengadilan 

Agama Jambi, sehingga hasil penelitian yang ditulis mampu menjadi 

salah satu bahan literatur untuk orang lain yang ingin melakukan 

penelitian yang serupa dengan ini. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih 

pemikiran, bahan pertimbangan, masukan atau solusi bagi siapapun yang 

tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dengan mediasi 

penyelesaian perkara hak asuh anak dan pembaca juga dapat mengetahui 

kinerja mediator di Pengadilan Agama Jambi. 

E. Kerangka Konseptual 

Agar lebih mudah memahami maksud penulis maka perlu kirannya 

penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang 

terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis 

sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut 

ialah sebagai berikut: 

1. Mediasi 

S iecara ietimologi istilah miediasi bierasal dari bahasa latin yaitiu 

“miediar ie” yang bierarti bierada ditiengah, makna ini mienjielaskan bahwa 

s ieorang yang mienjadi pihak kietiga ataiu yang biasa disieb iut miediator 

harius bierada dipossi tiengah, tidak bolieh miemihak kiepada salah satiu 
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pihak.11 P iERMA Nomor 1 Tahiun 2016 Tientang Prosiediur Miediasi di 

P iengadilan, miediasi mieriupakan siuatiu cara pienyieliesaian s iengkieta damai 

yang  diengan tiepat, iefiektif, dan dapat miembiuka aksies yang liebih liuas 

kiepada para pihak iuntiuk miempierolieh pienyieliesaian yang miemiuaskan 

s ierta bierk ieadilan.12 

Miediasi M ieriupakan cara p ienyieliesaian siuatiu s iengkieta mielal iui 

prosies pieriundingan iuntiuk miempierolieh kies iepakatan para pihak diengan 

dibantiu olieh miediator yang tidak miemiliki kiew ienangan miemiutius ataiu 

miemaksakan siebiuah pienyieliesaian. Miediasi dari p iengiertian tiers iebiut jielas 

mielibatkan pihak k ietiga (baik pierorangan maiupiun dalam bientiuk s iuatiu 

liembagain d iepiendien) yang biersifat n ietral dan tidak miemihak, yang akan 

bierpieran siebagai “miediator”, yang mana miediator bierkiewajiban iuntiuk 

mielaksanakan tiugas dan fiungsinya bierdasarkan pada kieh iendak dan 

kiemaiuan para pihak.  

2. S iengkieta Hak Asiuh Anak  

S iengkieta tidak tierliepas dari konflik. Dimana ada s iengk ieta pasti 

disitiu ada konflik biegitiu banyak konflik dalam kiehidiupan siehari-hari. 

iEntah konflik kiecil hingga biesar. Hal ini dialami ol ieh siemiua kalangan 

kariena hid iup ini tidak liepas dari piermasalahan. Siengk ieta adalah 

piertientangan, piers ielisihan, ataiu p ierciekcokan yang tierjadi antara pihak 

yang satiu diengan pihak yang lainnya dan ata iu antara pihak yang satiu 

 
11 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional, 

Kencana, Jakarta, 2011, hlm.2. 
12 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan,  Jakarta : Mahkamah Agung,  2016, hlm. 1 
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diengan bierbagai pihak yang bierkaitan d iengan sies iuatiu yang biernilai, baik 

itiu bieriupa iuang ataiu bienda.13 

Hak asiuh anak ataiu siering disiebiut hadhanah diatiur dalam Pasal 

105 Kompilasi Hiukium Islam yang mienjielaskan bahwa, anak yang bielium 

miumayyiz ataiu bielium bieriusia 12 tahiun hak asiuhnya disierahkan kiepada 

ibiunya, anak yang siudah miumayyiz maka pienientiuan hak asiuh anak 

dis ierahkan kiepada anaknya iuntiuk miemilih ibiunya ataiu ayahnya, biaya 

piemieliharaan anak disierahkan kiepada ayahnya.14 

3. P iercieraian 

Pasal 38 Ayat (1)  iUndang-iundang Pierkawinan mienierangkan 

bahwa piercieraian adalah salah satiu bientiuk dari siebab piutiusnya 

pierkawinan. Piutius pierkawinan adalah ikatan antara sieorang pria diengan 

s ieorang wanita siudah piutius. Piutiusnya Piekawinan  bierarti salah s ieorang 

diantara k iediuanya mieningal diunia, antara sieorang pria dan wanita s iudah 

biercierai dan salah sieorang dari kied iuanya tielah piergi kietiempat yang jaiuh 

kiemiudian tidak ada bieritanya s iehingga piengadilanmienganggap bahwa 

yang biersangkiutan s iudah mieninggal.15 Sielanjiutnya dapat dikietahiui 

piutiusnya pierkawinan kar iena adanya K iematian, P iercieraian, dan piutiusan 

P iengadilan. 

 
13 Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Lahan Di Indonesia, Pustakareka Cipta : 

Mataram, 2012, hlm. 221. 
14 Tim Citra Umbara, Undang-Undang Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum 

Islam, Citra Umbara : Bandung, 2019, hlm. 354 
15H. Zaeni Ayhadi, Sahruddin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, Hukum Keluarga Menurut 

Hukum Positif Indonesia,Rajawali Pers, Depok, 2019,hlm.178. 
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P ierkawinan dapat piutius kariena kiematian, piercieraian, dan atas 

piutiusan piengadilan (Pasal 113 KHI). Piutiusnya pierkawinan yang 

dis iebabkan kariena piercieraian dapat tierjadi kariena talak ataiu bierdasarkan 

giugatan piercieraian (Pasal 114 KHI). P iercieraian itiu tierjadi tierhitiung pada 

saat piercieraian itiu dinyatakan did iepan Sidang P iengadilan (Pasal 123 

KHI)16 

P iercieraian mieriupakan cierai hidiup ataiu pierpisahan hidiup antara 

pasangan siuami istri siebagai akibat dari kiegiegalan mienjalankan pieran 

masing-masing. Dalam hal ini piercieraian dilihat siebagai akhir dari siuatiu 

kietidak stabilan p ierkawinan dimana pasangan siuami istri k iemiudian 

hidiup tierpisah dan siecara riesmi diakiui olieh hiukium yang bierlakiu. 

F. Landasan Tieori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum. Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian 

Penegakan Hukum yaitu “Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”17 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-

ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. 

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. 

 
16 P.N.H. Simanjuntak, S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2014,hlm. 96. 
17 Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek kepastian Hukum, 

Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal warta Edisa : 59, IISN : 1829-7363. 2019. 
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Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 

2. Tieori Kiepastian Hiukium 

Mieniuriut Radbriuch, “Kiepastian h iukium dimaknai diengan kondisi 

dimana hiukium dapat bierfiungsi siebagai pieratiuran yang harius ditaati”. 

Hiukium biertiugas mienciptakan kiepastian hiukium kariena biertiujiuan iuntiuk 

mienciptakan kietiertiban dalam masyarakat. Kiepastian hiukium mieriupakan 

ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hiukium tieriutama iuntiuk norma 

hiukium tieriulis. Mieniuriut F iencie M. Wantiu, “hiukium tanpa nilai k iepastian 

hiukium akan kiehilangan makna kariena tidak dapat lagi dijadikan 

piedoman pierilakiu bagi siemiua orang”. Kiepastian hiukium diarikan siebagai 

kiejielasan norma siehingga dapat dijadikan piedoman bagi masyarakat 

yang dikienakan pieratiuran ini.18 

Kiepastian Hiukium adalah jaminan bahwa h iukium dijalankan, 

bahwa yang bierhak mieniuriut hiukium dapat miempierolieh haknya dan 

bahwa pierlindiungan yiustisiabiel tierhadap tindakan siew ienang-wienang 

yang bierarti bahwa s iesieorang akan dapat m iempierolieh s iesiuatiu yang 

diharapkan dalam kieadaan tiertientiu. Hiukium biertiugas mienciptakan 

 
18 Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, 

Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 60-61 
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kiepastian hiukium kariena biertiujiuan iuntiuk mienciptakan kietiertiban dalam 

masyarakat. 19 

Kiepastian Hiukium dapat dimaknakan bahwa sies ieorang akan dapat 

miempierolieh sies iuatiu yang diharapkan dalam kieadaan tiertientiu. K iepastian 

diartikan siebagai kiejielasan norma siehingga dapat dijadikan piedoman 

bagi masyarakat yang dik ienakan pieratiuran ini. 

Mieniuriut iUtriecht, kiepastian hiukium miengandiung diua p iengiertian 

yaitiu, piertama, adanya atiuran yang biersifat iumium miembiuat individiu 

miengietah iui pierbiuatan apa yang bolieh dan tidak bolieh dilakiukan, dan 

kiediua, bieriupa kieamanan hiukium bagi individ iu dari kiesiew ienangan 

piemierintah kariena diengan adanya atiuran yang biersifat iumium itiu individiu 

dapat miengietahiui apa saja yang bolieh dibiebankan ataiu dilakiukan olieh 

Niegara tierhadap individiu. 20 Ajaran kiepastian hiukium ini bierasal dari 

ajaran y iuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran p iemikiran 

positivitis did iunia hiukium, yang c iendieriung mielihat hiukium s iebagai 

s iesiuatiu yang otonom, yang mandiri, kariena bagi p ienganiut piemikiran ini, 

hiukium tak lain hanya kiumpiulan atiuran. Bagi pienganiut aliran ini, tiujiuan 

hiukium tidak lain dari siekiedar mienjamin tierw iujiudnya kiepastian hiukium. 

Kiepastian hiukium itiu diw iujiudkan olieh hiukium diengan sifatnya 

yang hanya miembiuat siuatiu atiuran hiukium yang biersifat iumium. Sifat 

iumium dari atiuran-atiuran hiukium miembiuktikan bahwa hiukium tidak 

 
19 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Dalam Kaitannya 

Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2. 2014, 

hlm. 219-220 
20 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hlm.23. 
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biertiujiuan iuntiuk miew iujiudkan kieadilan ataiu kiemanfaatan, mielainkan 

s iemata-mata iuntiuk kiepastian.21 

3. Tieori Pienyieliesaian S iengkieta 

Tieori pienyieliesaian siengkieta mieriupakan tieori yang miengkaji dan 

mienganalisis tientang katiegori ataiu pienggolongan siengkieta ata iu 

piertientangan yang timbiul dalam masyarakat. Faktor p ienyiebab tierjadinya 

s iengkieta dan cara-cara ataiu stratiegi yang dig iunakan iuntiuk miengakhirin 

s iengkieta tiers iebiut. Dalam prosies pienyieliesaian pierkara Pierdata di 

P iengadilan, para pihak diwajibkan iuntiuk mielaliui prosies Miediasi yang 

mieriupakan prosies p ienyieliesaian s iengkieta di Piengadilan dilakiukan 

mielaliui p ieriundingan diantara pihak-pihak yang b ierpierkara. Pieriundingan 

itiu dibantiu olieh miediator yang Miediator bierfiungsi miembantiu para pihak 

dalam miencari bierbagai altiernatif pienyieliesaian siengkieta yang siebaik-

baiknya dan saling miengiuntiungkan. M iediator yang miendamaikan itiu 

dapat bierasal dari miediator piengadilan maiupiun miediator liuar piengadilan. 

Dari manapiun asalnya, miediator harius miediatir harius miemieniuhi syarat 

miemiliki s iertifikat miediator.22 

Diean G Priuit dan Jieffriey Z. Riubin miengiemiukakan tieori tientang 

pienyieliesaian siengkieta. Ada 5 (lima), yaitiu: 

a. Contiending (biertanding), yang miencoba mienierapkan siuatiu soliusi 

yang liebih disiukai olieh salah satiu pihak. 

 
21 Achmad Ahli, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 82 
22 Rendi Gue, Friend Henry Anis, dan Djefri Welly Lumintang, Kekuatan Hukum Akta 

Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum 

Perdata, Jurnal Lex Privatum, Vol. XI, No.2, Februari 2023 
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b. Yiieldding (miengalah), yaitiu mieniuriunkan aspirasi siendiri dan 

biersiedia mienierima k iekiurangan dari yang siebietiulnya diinginkan. 

c. Probliem solving (piemiecahan masalah), yait iu miencari altiernatif yang 

miemiuaskan dari kiediua b ielah pihak. 

d. With drawing (mienarik diri), yaitiu miemilih mieninggalkan sitiuasi 

s iengkieta, baik siecara fisik maiupiun psikologis. 

e. In action (diam), yaitiu tidak mielakiukan apa-apa.23 

Dari bierbagai litieratiur, tieori p ienyieliesaian s iengkieta jiuga disiebiut 

diengan tieori konflik. Adapiun konflik siebagaimana tiercatat dalam kamius 

Bahasa Indoniesia adalah pierciekcokan, piersielisihan, dan piertientangan. 

Konflik adalah piersielisihan piendapat dan pierbiedaan paham antara diua 

pihak tientang hak dan kiewajiban kietika dalam kieadaan yang sama. Arti 

dari konflik itiu siendiri disampaikan olieh Diean G. Priuitt dan Jieffriey Z. 

Riubin bahwa konflik mieriupakan piers iepsi tientang pierbiedaan kiepientingan 

(piercieivied diviergiencie of intieriest), ataiu siuatiu kiepiercayaan bahwa 

piendapat pihak-pihak yang bierkonflik tidak dicapai s iecara (s iecara 

s ierientak).24 

G. Orisinalias Pien ielitian 

Bierdasarkan hasil pienielius iuran yang tielah pieniulis lakiukan pieniulis 

mieniemiukan biebierapa hasil pienielitian yang bierhiubiungan diengan Miediasai 

 
23Salim HS daxn Eirles Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, PT  Persada, Jakarta, 2013, hlm. 146. 
24 Talib, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Jurnal Lex Et 

Societatis, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013 
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dalam pienyieliesaian s iengkieta hak as iuh anak maka dari itiu pierbandingan dapat 

dikiemiukakan hasil pienielitian tierdahiuliu adalah siebagai bierikiut : 

JiUDiUL PiERSAMAAN PiERBiEDAAN 

Miediasi Pada 

P ierkara Piengas iuhan 

Anak Di Piengadilan 

Agama Biekasi. 

 

Tierlietak pada mietodie 

pienielitian yaitiu 

pienielitian Y iuridis 

iEmpiris. Sama-sama 

dilakiukan diengan 

piengambilan data 

s iecara langsiung 

kielapangan dan sama-

sama miemp ierolieh 

kietierangan dan 

informasi diengan 

mienggiunakan hasil 

wawancara. 

Tierlietak pada obyiek 

pienielitian yang diambil 

pieniulis, pada Skripsi 

Rofiqoh Mahmiudah 

obyiek pienielitiannya 

bierada di Piengadilan 

Agama Biekasi, 

s iedangkan pieniulis 

miengambil oby iek di 

P iengadilan Agama 

Jambi. 

iEfiektivitas Miediasi 

Dalam iUpaya 

P ienyieliesaian 

S iengkieta Hak Asiuh 

Anak  (Stiudi Kasius 

Di Piengadilan 

Agama Jakarta 

Pada skripsi ini tierdapat 

kiesamaan yaitiu sama-

sama mienieliti tientang 

Miediasi Hak Asiuh 

Anak 

Pada Skripsi Diiemas 

Adhitama fokius 

pienielitiannya pada 

tingkat kiebierhasilan 

dalam p iencapaian 

tiujiuan. Siedangkan 

pieniulis fokius kiepada 
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S ielatan Tahiun 2019-

2021) 

pielaksanaan ataiu 

pienierapan miediasi di 

P iengadilan Agama 

Jambi. 

Prosies Miediator Non 

Hakim Dalam 

P ienyieliesaian 

S iengkieta Giugatan 

Hak Asiuh Anak 

Pasca Piercieraian Di 

P iengadilan Agama 

Banyiuwangi Tahiun 

2022 

Skripsi ini miemiliki 

piersamaan yaitiu sama-

sama mienieliti tientang 

pielaksanaan miediasi, 

jienis pienielitian yiuridis 

iempiris dan tieknik 

piengiumpiulan data 

mielaliui obsiervasi, 

wawancara dan 

dokiumientasi. 

Pada skripsi Zann iuba 

Arifah Hafshoh Fok ius 

pienielitiannya pada 

Prosies Miediator Non 

Hakim dalam 

mienyieliesaikan giugatan 

hak asiuh anak, 

s iedangkan pieniulis 

bierfokius pada 

pienyieliesaian sangkieta 

mielaliui miediasi olieh 

miediator khius ius yang 

bierada di Piengadilan 

Agama Jambi 

 

Dari biebierapa pienielitian diatas tierdapat kiesamaan dan pierbiedaan 

diengan yang pieniulis biuat dalam pien ielitian ini, apanila dikiemiudian hari 

ditiemiukan p ienielitian yang sama ataiu hampir sama baik siubjiek maiupiun 
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objieknya, maka diharapkan pienielitian dan tiulisan ini dapat mieliengkapi dan 

miendiukiung pienielitian yang tielah ada. 

H. Mietodie Pien ielitian 

Adapiun mietodie pienielitian yang digiunakan dalam pienielitian skripsi ini 

yaitiu siebagai b ierikiut : 

1. Tipie Pien ielitian 

Dalam pienielitian ini pieniulis mienggiunakan tipie pienielitian yiuridis 

iempiris, yang mana p ienielitian ini mieriupakan jienis pienielitian yang iuntiuk 

miendapatkan datanya har ius tiuriun langsiung kielapangan (Stiudi lapangan) 

giuna miendapatkan fakta fakta yang miemang bienar tierjadi dilapangan. 

   Adap iun mieniuriut Soierjono Soiekanto dan Sri Mamiudji, pienielitian 

hiukium iempiris adalah pienielitian hiukium yang dilakiukan diengan mienieliti 

data primier, yaitiu data yang dipierolieh siecara langsiung dari masyarakat.25 

2. Lokasi Pienielitian 

Lokasi pienielitian dilaksanakan diwilayah Hiukium Piengadilan Agama 

Jambi Kielas 1A, yang bierada di Jl. Jakarta, Pal Lima, K iecamatan Kota 

Bariu, Kota Jambi,  Jambi 36129. 

3. S iumbier Data 

a. Data Primier, yaitiu data yang dipierolieh diengan mielakiukan pienielitian 

lapangan di Piengadilan Agama Jambi Kielas 1A d iengan cara mienieliti 

langs iung kie lapangan dan kiemiudian mienielaah data s ierta mielakiukan 

 
25Irwansyah, Penelitian Hukum. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2021, hlm. 43 
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wawancara diengan Miediator non hakim sierta Mediator Hakim di 

P iengadilan Agama Jambi Kielas 1A. 

b. Data Siekiundier, yaitiu data yang dari siudiut pandang kiekiuatannya 

miengikat, data s iekiundier b ierfiungsi siebagai p ieliengkap ataiu 

piend iukiung data primier. 

4. Popiulasi dan Samp iel Pienielitian 

a. Popiulasi 

Popiulasi adalah Siekielompok ataiu s iekiumpiulan orang-orang 

yang miemieniuhi syarat tiertientiu yang bierkaitan diengan masalah 

pienielitian.26 Popiulasi dalam pien ielitian ini adalah miediator yang ada 

di Piengadilan Agama Jambi Kielas 1A dengan jumlah 17 orang 

mediator non hakim dan mediator hakim, dan ditambah beberapa 

para pihak.  

b. Samp iel Pienielitian 

Sampiel adalah J iumlah r iespondien pienielitian yang tielah 

ditietapkan olieh pieniulis yang mielakiukan pienielitian.27 Adapiun 

mieng ienai sampiel dalam pien ielitian diambil dari jiumlah popiulasi 

diengan tieknik pienarikan sampiel Proposivie sampiel. S iebagaimana 

yang tielah dinyatakan olieh Bahdier Johan Nasiution yakni:  

“Proposivie Sampiel artinya  miemilih sampiel b ierdasarkan 

pienilaian tiertientiu kariena iunsiur-iunsiur ataiu iunit-iunit yang 

dipilih dianggap miewakili pop iulasi. Piemilihan tierhadap 

iunsiur-iunsiur ataiu iuni-iunit yang dijadikan samp iel harius 

 
26 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 

2008, hlm. 87. 
27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020,hlm. 

93 
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bierdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam 

piengambilan sampiel tiers iebiut bienar-bienar miencierminkan ciri-

ciri popiulasi yang ditientiukan. Ciri ataiu karaktier tiers iebiut 

dipierolieh bierdasarkan piengietahiuan ataiu informasi yang tielah 

diamati s iebieliumnya. Ciri-ciri ini dapat bieriupa p iengietahiuan, 

piengalaman, piekierjaan dan ataiu jabatan yang sama.”28 

 

Proposivie sampling yaitiu piertimbangan pieniulis yang ingin 

miembierikan data ataiu yang ingin diwawancara ata iu pienielitian 

s iubyiektif dari pienieliti. Jadi jiumlah sampiel dalam pien ielitian ini 

adalah 3 miediator yang ada di Piengadilan Agama Jambi Kielas 1A 

dan ditambahkan biebierapa para pihak. 

5. Tieknik Piengiumpiulan Data 

iUntiuk miempierolieh data yang dipierliukan, maka dalam p ienielitian 

ini pieniulis miengiumpiulkan data diengan cara siebagai b ierikiut: 

a. Wawancara  

Wawancara adalah mielakiukan tanya jawab siecara langsiung 

diengan mienyiapkan pokok-pokok piertanyaan yang tielah disius iun 

s iecara sist iematik sies iuai diengan piermasalahan yang akan ditieliti 

antara pienieliti diengan riespondien ataiu narasiumbier (Miediator sierta 

Majielis Hakim Piengadilan Agama Jambi K ielas 1A) iuntiuk 

miendapatkan informasi. Fiungsi wawancara dalam p ienielitian ini 

adalah siebagai data primier yang akan digiunakan iuntiuk miengietahiui 

bagaimana Miediasi dalam pienyieliesaian siengkieta hak asiuh anak 

s ietielah p iercieraian di Piengadilan Agama Jambi. 

 
28Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, 

hlm. 87. 
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b. Dokiumientasi  

Dokiumientasi adalah p iengiumpiulan data diengan cara 

miengg iunakan dan miempielajari dok iumientasi ataiu dokiumien yang 

bieriupa arsip-arsip catatan, maiupiun tabiel, tiempat yang dijadikan 

pien ielitian, dimana diengan dokiumien yang ada akan miembierikan 

gambaran yang tierkait diengan piermasalahan yang akan dit ieliti.  

6. Analisis Data 

Analisis data mieriupakan k iegiatan dalam pienielitian yang b ieriupa 

mielakiukan kajian tierhadap hasil piengielolaan data. Dalam pienielitian ini 

pienieliti mienggiunakan mietodie dieskriptif analisis, diengan cara data-data 

yang ada baik itiu data primier maiupiun data siekiundier di s ielieksi dan 

diklarifikasi, k iemiudian pieniulis miengiuraikan dalam bientiuk narasi 

bierdasarkan fakta yang ada dilapangan yang bierkaitan diengan Miediasi 

dalam p ienyieliesaian s iengkieta hak asiuh anak sietielah piercieraian di 

P iengadilan Agama Jambi. 

I. Sistiematika Pien iulisan 

Sistiematika pieniulisan ini b iertiujiuan iuntiuk miempiermiudah piemahaman 

yang akan dikaji, sierta iuntiuk miemb ierikan gambaran siecara garis biesar 

miengienai tiap-tiap bab yang akan dikiemiukakan pieniulisan skripsi ini t ierdiri 

dari 4 (iempat) bab yakni : 

Bab I piendahiuliuan, bierisi latar bielakang masalah, riumiusan masalah, 

tiujiuan pienielitian, manfaat pienielitian, kierangka konsieptiual, landasan tieori , 



25 
 

mietodie pienielitian s ierta sistiematika pieniulisan. bab ini mieriupakan landasan 

bagi bab-bab bierikiutnya. 

Bab II tinja iuan iumium, bab ini mieriupakan tinjaiuan iumium tientang  

miediasi, tujuan mediasi, dasar hukum mediasi, tahapan mediasi, prinsip-

prinsip mediasi, peranan dan fungsi mediator, pengertian hak asuh anak, dasar 

hukum hak asuh anak, serta pihak-pihak yang berhak dalam hak asuh anak 

BAB III piembahasan, Bab ini mieriupakan piembahasan yang 

bierisikan jawaban dari pieriumiusan masalah.  

BAB IV p ieniutiup, Bab ini mieriupakan bab pieniutiup yang miemiuat 

kiesimpiulan dan saran, yang bierkaitan d iengan pieniulisan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


